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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor: 212 /TAPD/X1/2022
dan

Nomor: 16/BA/DPRD-PR/X1/2022

Tanggal 02 Nopember 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :  FAIRID NAPARIN

Jabatan :  Walikota Palangka Raya

Alamat Kantor ¢ JL Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. a. Nama :  SIGIT K. YUNIANTO, S.H., M.AP
Jabatan :  Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : ]l Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

b. Nama :  WAHID YUSUF, SH
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : ]l Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
c. Nama :  BASIRUN B. SAHEPAR, SH
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya
Alamat Kantor : ]l Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Palangka Raya.



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang
meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra dan APBD TA
2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Palangka Raya, 02 Nopember 2022

PIMPINAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

selaku, KOTA PALANGKA RAYA

WAKIL KETUA

BASIRUN B. SAHEPAR, SH
WAKIL KETUA
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Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun
berpedoman pada RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 dan hasil
pembahasan pada forum Musrenbang Kota Palangka Raya Tahun 2022. Dengan
demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah hasil
dari komitmen seluruh Stakeholder (pemangku kegiatan) yang berisi kebijakan
umum pembangunan Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan Tahun 2023.

Dalam rangka konsistensi perencanaan anggaran daerah, belanja daerah
yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023
terhadap pendapatan transfer ke daerah yang diterima setelah kebijakan
Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD, tidak dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya di tampung dalam pembahasan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi Pedoman
dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2023.

Palangka Raya, 02 Nopember 2022

PIMPINAN

BASIR SAHEPAR, SH
WAKIL KETUA
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